
PTRATURAN BUFATI KATINGAN
"- NOMOR 48 TAHUN 2017

TETTIIANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGdARAN 2ATA
I

DENGAN RAIIMAT TUHAN YANG MAIIA ESA

BUPATI TTATINGAN,

Menimbang : bahwa memenuhi ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah
Kabupaten Katingan Nomor 5 Tatrun 2017 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belaajei Daerah Tahun Anggaran 2018, perlu
ditetapkan Peraturan $upati tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2ALB,
sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2OL8;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OO2 tentang Pembentukan
Kabupaten Katingan, Kabupaten " Seruyan, Kabupaten
Sukamara, Kabuapten Larnandau, Kabupaten Gunung Mas,
I(abupaten Pulang Pipau, Kabupaten Murung Raya dan
Kabupaten Barito UtaXa Timur Provinsi Kalimantan Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tatrun 2oo2 Nomor 1g
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180
);

2- Undang-undang Nomor 30 Tahun 2OO2 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2oo2 Nomor l3T, Tambahan
Lembaran Nomor a25Al

3. undang-undang Nomor 17 Tahun 2oo3 tentang Keua:rgan

il:ffii*:T#T*tr-tr1ffH1*#"f;xi'f,,f '#lJ:.T
Nomor 42g6);

4. y"g"rrs--yndang Nomor 1 Tahun 2oo4 tentangperbendah araan ^]9srt, (Lembaran Negara Repubrik
Indonesia Tahun 

?0g-4 t\o*ql!: Tambahan LJmtara" Negara
Republik Indonesia Nompr a35S);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentangpemeriksanaan pengelolaan_ dan -Ta,ggungar"t t<euangafrNegara (Lembaran_ Negara Republik lilionEsia-irrr,rr, 2oo4
{o*or p6, Tambahan Lpmbaran Negara nepuudr. IndonesiaNomor 44OO); 

i

6. Undang-Undang Nomor I 25 Tahun 2OO4 tentang Sistemperencanaan pembangrrnan lligiolar ir,emrrra" NegaraRepubrik Indonesia lrli-"" zoto+ xomor io{ TambatranLembaran Negara nepubllk hdonesia Nomo, iizil;



7. undang-undang Nonror 28 Tahun 2074 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2aA Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor s587), sebagaimana telah aluoatr ueueiafa
kali terakhir dengan Urrdang - undang Nomor 9 Tahun zois
tentang Perubahan Kedua Atas undang - undang Nomor 23
Tahun 2074 tentang P,smerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2ols Nomor sg, Tambahaa
Lembaran Negara Repul[k Indonesia Nomor S6T9J;

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang perimbangan
Keuangan Antara Pernerintah Pusat dan pemerintahan
Daerah (Lembaran Negr:.ra Republik Indonesia Tahun 2OO4
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

9. undang-undang Nomor 28 Tahun 2oog tentang pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Repubrik Indonesia
Tahun 2OO9 Nomor 130, Tarnbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomr:r 5019);

10. undang-Undang Nomor 46 Tahun 2oog tentang pengadilan
Tindak Pidana Korupsi ([,embaran Negara Repubrik Indonesia
Tahun 2OO9 Nomor .155, Tambahan Lembarn r r Negara
Republik Indonesia Nomor 5O7 fl;

11. undang-Undang Nomor l2 Tahun 2oll tenta;rg pembentukan
Peraturan Perundang-urrdangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2oll Nomor 82, Taml.,ahan Lembaran
Negara Republik Indonesla Nomor S%fl;

Pembinaan dan Pe;ngawasan
Pemerintahan Daerah (L:mbaran
Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan

,Indonesia Nomor 6Oa\;

L2 Tahun 2OI7 tentang
atas Penyelenggaran

Negara Republik Indonesia
Lembaran Negara Republik

13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2oo1 tentang paiak
Daerah (Lembaran Negara Republik.Indonesia Tahun zoot
Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4138);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 200L tentangRetribusi Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTatrun 2001 Ngmor 1 ig, tambatran Llmbaran Negara
Republik Indonesia Nomof 4139);

15. Peraturan Pemerintah Nor*or 24 Tahun 2oo4 tentangKedudukan protokoler dap Keuangan nimfinan aan anggpdDPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun TooiNomor 90, Tambahan Lembaran Negara Repubrik IndonesiaNomor 4416'l- sebagai:noi. t"trt, ailUan aingan peraturan
Pemerintah Nomor 3T tahun 2oos tentang perubahan AtasPeraturan pemerintah liJomor 24 ?ahui 2OO4 tentangKedudukan protokoler d'd Keuangan pimpinan dan anggotiDewan Perwakilan Ralyat paerah ll.emuaril- Negara RepubrikInd.onesia T^ll.rl 2005. flomor 

'94, 
Tambahan LembaranNegara Republik Ir:donesialNomor 4S4O); -l



16. peraturan pemerintal Jrromor za Tatrun 200s tentangPengeloraan 
. $guangari p{ql r-"v*rri umum (LembaranNegara Renup]ik Indbnpsia rarrun dooi*No*o, 4g, TambahanLembaran Neggra $epublik r"Ooi"*iu - nroilor*"Z1oZl,sebagaimana terah artuu3tr oenga"--pLt,rr* pemerintah

Nomor 74 Tahun 2012 Tentang-p.."LLan Atas peraturanpemerintah Nomor 2a Tahun 2oos 
-i."tang 

pengelolaan
Keuangan *gr" Layartan_umum (Lembaran Negara RepubrikIndonesia Tghun 2orq Nomor izt, c"ru*rrr' LembaranNega.rd Republik IndonEsia Nomor SSiOI;"

17 . Peraturan pemerintah i Nomor 30 Tahun eol l TentangPinjaman. pg.rrr, (Ler5rbaran Negara Republik IndonesiaTahun 2or! Nomor 59, fambahan iembarari Negara RepubrikIndonesia Nomor S2t9);

18. Peraturan pemerintah Nomor 5s Tahun 20os tentang DanaPelmbangan (Lembaranr Negara Repubiik Indonesia Tahun200s Nomor r3T,_ Tarnnanan kmbaran m.!*"-'i.lrIilrfl.
Indonesia Nomor 4STSJ;

19. Peraturan pemerintah Nomor 56 Tahun 200s icntang sistemInformasi Keuangan D3erah (Lembaran N,;gara FepublikIndonesia Tahun 200s Nomor 13g, t.*u,,i"n Lembaraa
Y..q*" Republik Indonesia Nomor +SZOj-r, ,ragaimana telahdiubah dengan peraturari pemerintah Nomr , 65 Tahun 2010tentang Perubahan Atas Sistem tnformait euangan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia ,l'.drun z6ro No*o.
110, Tambahan Lernbaran Negara Republik In lonesia Nomor
5155);

20. Peraturan pemerintah Nomor 2 Tahu n 2ol Tentang HibahDaerah (Lembaran Negara Republik Indonr .,ia Tahu n 2Ol2Nomor 5, Tambahan Lefnbaran Negara Republiii Indonesia
Nomor 5272); 

,

2T.Peraturan pemerintah Nomor .;i ll.aliun 2oos tentangPengelolaan Keuangan Daera]'r ilembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2005 rJrtr^rli()r L4O, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesi;, r-lotrlor 4EZg);

22.Peraturan llr.riii,.:,j;r:i Nomor 65 Tahun 2OOS tentaagPedoman penyusunan dan proerdg.; i 11 standar perayanan
Minimal (Lembaran Negara Rlpublir, rrrao"""i, Tahun 2oosNomor l50,.Tambahanlqmbaian N, ,trlra Republik IndonesiaNomor 4585); 

i

23. Peratt)rara pemerintah Nomor g Tahun 20A6 tentangPelaporan Keuangan dgn Kinerja G"tL"i pemerintah
(Lembaran N-ega1a Rr pubhh Indones"ia rurr"" 2006 Nomor 25,Tambahan Lembara-rr Nqgara Republik Indonesia Nomora6A);

24.Peraturarr pemerintah NDmor Zl Tahun 2OlO TentangStandar Akuntansi pemerintaha"- (EmOG- Negara RepubtikIndonesia Tahun 2OlO no*o, l2S, failOanan Lernbara:rNegara Repubtik Indonesia [fomo, Sf OSt; 
*-'"

I



25. Peraturan Menteri Dql* Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

26.Peraturan Daerah Nornor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian

urusan Pemerintah yFns menjadi kewenangan Pemerintah

Kabupaten Katinga' ii,"*Uaran Daerah Kabupaten Katingan

Tahun 2OOg Nomor 3); i

27 . Peraturxr Menteri D+lam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang pedoman Pengblolaan Keuangan Daerah sebagaimana

telatr diubatr beberapilmfi terat<nir dengan Peraturan Menteri

nap* megiri ivom-or I Z t Tahun aOLL tentang Perubalart
Kedua Atas Peraturan flVlenteri Dalam Negeri Nomor L3 Tahun
13 Tahun 2006 tentpng Pedoman. Pengelolaan Keuangart

Daerah (Berita Negara S,epublik Indonesia Tahun 2OLL Nomor
310);;

2}.Peraturall Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2Afi
tentang Ped,oman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2Ol8 (Berita Negara
Republik Ind.onesia Tahun 2OtT Nomor 825);

2g.Peraturan Menteri DAlam Negeri Nomor 39 Tahun 2Ol2
tentang Perubahan Attas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 32 Tahun 2OL'l tentang Pedomal Pemberian Hibah
dan Bantuan Sosia! Yang Bersumber Dari Anggarart
Pendapatan dan BelanJa Daerah;

30. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 47 Tahun
2OL3 tentang Perflbahan Atas Peraturan Menteri
Pendayagunaan Apar4tur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2A13 tentang Jabatan
Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja dan Angka
Kreditnya;

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2A75
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.;

32. Peraturan Menteri DqIa* Negeri Nomor 33 Tahun 2OL7
tentang Pecioman Penylrsunan Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah Tahun Anggarap 2018.

33. Peraturan Bupati Katingan Nomor 19 Tahun 2Ot7 tentang
Pedoman PenSrusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Katipgan Tahun Anggaran 2OL8

S4.Peraturan Daerah Kabripaten Katingan Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukani dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Katingan



MEMUTUSIKAN :

Menetapkan : PERATITRAN BUPATI I{ATINGAil TENTAT{G PEI{JABARAN
ANGGARAIT PENDAPAT.IN DAN BELANJA DAERAII TAIIUN
AI{GGARAN 2018.

BAII T

I( TENTUI\N TIIITIM
Pasa.l 1

Dalam Peraturan Daerah ini, Yang
1. Pemerintahan Daerah adalah pen, urusan pemerintahan oleh

azas otonomi dan tugasPemerintah Daerah dan DPRD
pembantuan dengan PrinsiP seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik I sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar RePublik I Tahun 7945;

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Perangkat Daerah sebagai unsur

selanjutnya disebut DPRD adalah
sebagai unsur penyelenggtra

penyelen ggff a Pemerintahan Daerah ;

Pemerintahan Daerah; 
I

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Dperah yang selanjutnya disebut APBD
adalah suatu Keuangan Daerah ya+g ditetapkan berdasarkan Peratrrran
Daerah tentang Anggaran Pendapa{an dan Belaqia Daerah l(abupaten
Katingan; 

i

i

BABIII
APBD

I

P.""F 2
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daer{h Tahun Anggaran 2Ol8 terdiri atas:

1. Pendapatan

3. Bupati adalah Bupati Katingan;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yemg

Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Pendapatan Asli Daerah
Dana Perimbangan
Lain-lain Pendapatan
Jumlah Pendapatan

2. Belanja
Belanja Tidak Langsung
1) Belanja Pegawai
2) Belanja Bunga
3) Belanja Subsidi
a) Belanja Hibah
5) Belaqia Banhran Sosiai
6) Belanja Bagi Hasil
7) Belanja Banhlan Keuangan
8) Betanja Tidak Terduga

Belanja Langsung
1. Belanja Pegawai
2. Belanja Barang dan Jasa
3. Belanja Modal

Jumlah Belanja
Surplus/(Defisi

Rp. 53.102.522.354,OO
Rp. 978.751.782.000,00

203.466.083.00O,O0

Rp. 332.923.O28.063,25
Rp. o,oo
Rp. 2.000.000.000,00
Rp. 42.257.358.513,OO
Rp. 6.987.OOO.O00,0O
Rp. 1.750.000.000,00
Rp. 799.542.77O.5O0,0O

Rp. 586.454.157.076,25

a.
b.
c.
d.

Rp.
Rp.
Rp
Rp.

48.010.034.70L,OO
298.594.O32.700,72
42O.658.779.25?r28
767 .252.846.655,00

1.353.707.OO3.731,25



3. PembiaYaan
a. Penerimaan

Rp. 126. 136.6 \9'3^\7,?7
Rp. 7.750.000.000,00

Jumlah PembiaYaan Neto

Pasal $

ragaimana Oimat sud dalam Pasal 2 tercantum

dalam Lampiran I yang *r*puiliil;"gi'il tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini. 
i

Pasa1 *
i

penjabaran APBD sebagaimana dimak""{ d4?* Pasal 1 dirinci lebih lanjut

dalam Lampiran II yang *"rrrp*k*rt bagihn tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.
:

Pasal 5
i

Lampiran sebagaimana tersebut dalam-Papat !- dan Pasal 4 merupakan bagtan

yand ddak terpisahkan dari Peraturan Bu$ati Katingan
I

Pasal p
]

pelaksanaan penjabaran APBD yang :ditetapkan dalam peraturan ini
dituangkan tenifr ianjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan ke4'a
perangkat daerah dan dokumen pelakmnaan anggaran pejabat pengelola
keuangan daeratr sesuai dengal ketentuar! perundang-undangan.

i.

BAB I*I
I(ETENTUAN qEHUTUP

Pasal ?

Peraturan Bupati ini muliai beriaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, *.*.rirtahkan pengundangan Peraturan
Bupati Katingan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Katingan.

Diu dalam Berita Daerah
29 Desember 2017
DA

NGAN,

b. Pengeluaran

sisa Lebih pembiayaan Anggaran taliun berkenaffi-p1---_ --16'10

Ditetapkan di Kasongan
29 Desember 2A17

AERAH KABUPATEN I{ATINGAN I]AHUN 2017 NOMOR 393


